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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini memfokuskan kepada direksi sebagai organ perseroan 

yang dalam penelitian ini disebut dengan BUMN yang memiliki tugas 

sebagai badan pengurus perseroan yang berhak, dan berwenang untuk 

menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan. Dalam 

menjalankan tugasnya tersebut direksi juga memiliki wewenang untuk 

membuat suatu keputusan bisnis. Dalam hal keputusan bisnis yang 

mengandung resiko bisnis itu pada akhirnya menyebabkan adanya kerugian 

keuangan negara, dan dituntut sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan 

pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, harus terlebih dahulu mengetahui apakah 

unsur sifat melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan itu terbukti 

secara pasti dalam kasus yang terjadi. Indonesia menurut Pasal 1 KUHP 

menganut asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada 

hukum yang mengaturnya, pasal ini diberlakukan untuk dasar pemidanaan, 

tetapi dalam sifat melawan hukum materiil, hukum tidak tertulis dapat 

menjadi alasan pembenar. Dalam kasus ini, resiko bisnis yang diambil oleh 

Direktur Utama BUMN berarti harus terbukti terlebih dahulu bahwa 

keputusan yang mengandung resiko bisnis itu termasuk dalam perbuatan 

melawan hukum, untuk menjawab hal tersebut maka prinsip-prinsip dalam 

hukum perusahaan dilberlakukan kepadanya sebagai alasan pembenar. Oleh 

karena itu, jika perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka Direktur 

Utama tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan hukum pidana di 

Indonesia yang mengakui adanya asas “tiada pertanggungjawaban pidana 

tanpa sifat melawan hukum” (no liability without unlawfulness). 

Prinsip-prinsip dalam hukum perusahaan diberlakukan kepada Direktur 

Utama yaitu yang pertama terdapat prinsip fiduciary duty sebagai asas yang 

memberikan kepercayaan kepada direksi untuk membuat keputusan berkaitan 

dengan usahanya. Kemudian prinsip yang kedua, khususnya dalam kasus ini, 
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bahwa adanya prinsip business judgement rule yang dapat dikatakan sebagai 

perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dan sebagai alasan 

penghapus kesalahan atas adanya kerugian keuangan negara akibat keputusan 

bisnis yang dilakukan oleh direktur utama tersebut. Pemberlakuan asas-asas 

hukum tidak tertulis ini diperkuat dengan adanya penjelasan pasal 4 ayat (1) 

UU BUMN yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemisahan 

kekayaan negara adalah pemisahan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk 

selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan 

pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 

Dengan adanya penjelasan pasal 4 ayat (1) tersebut, maka dalam UU BUMN 

berarti kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini yang dimaksud adalah 

ketentuan dalam hukum pidana khususnya UU Tipikor yang menganggap 

bahwa kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan termasuk 

dalam ruang lingkup kekayaan negara yang dapat diberlakukan UU Tipikor 

tersebut.  

Kemudian, diperkuat juga dengan dicantumkannya kalimat dalam 

penjelasan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan 

bahwa UU tersebut dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan 

pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna 

meningkatkan kinjerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN 

dari tindakan-tindakan pengeksloitasian di luar asas tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance).  

 

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa kerugian yang 

didapat sebagai akibat dari adanya pengambilan keputusan bisnis oleh direksi 

selama tidak melanggar salah asas-asas yang ada dalam hukum perusahaan, 

tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun mungkin 

saja BUMN atau perseroan tersebut mengalami kerugian.  

Selanjutnya, mengenai kerugian yang dialami oleh perseroan, sebagai 
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akibat dari resiko bisnis apakah kerugian keuangan negara dianggap terjadi 

dapat dijawab dengan melihat pendapat dari ahli Darminto Hartoni dalam 

Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa yang disebut piutang BUMN yang dalam hal ini Bank Negara 

Indonesia adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang 

dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Menurut ahli tersebut, 

klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan, sehingga 

mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan dalam hal ini 

dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk pola hair cut, konversi, 

maupun rescheduling. Sehingga, dengan adanya putusan MK ini kita dapat 

mengambil keputusan bahwa piutang negara yang dimaksud dalam hal ini 

tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang baik langsung maupun tidak 

langsung dikuasai oleh negara. Kemudian, dengan tidak dianggapnya piutang 

badan usaha sebagai piutang negara, jika ditafsirkan secara a contrario, maka 

kerugian BUMN dalam hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai kerugian 

keuangan negara. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan adanya 

kerugian perseroan akibat resiko bisnis tersebut, kerugian keuangan negara 

tidak dianggap terjadi, karena adanya pemisahan kekayaan maupun piutang 

yang terdapat dalam baik penjelasan UU BUMN maupun melalui penafsiran 

Putusan MK No. 77/PUU-IX/2011 tersebut.  

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan adalah yang pertama tentunya bahwa dengan adanya Putusan 

Kasasi Karen Agustiawan yang menyatakan bahwa yang dilakukan olehnya 

adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi dan dengan adanya perbedaan 

pendapat bahkan studi kasus mengenai kasus-kasus yang serupa contohnya 

adalah kasus Hotasi Nababan, harusnya dikemudian hari ketika terdapat 

adanya gugatan adanya dugaan tindak pidana korupsi akibat adanya 

keputusan direktur utama yang mengandung resiko bisnis yang menyebabkan 

adanya kerugian dapat langsung memperhatikan keputusan-keputusan hakim 
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sebelumnya atau yurisprudensi mengenai kasus yang serupa, juga dengan 

memperkuat prinsip-prinsip hukum perusahaan yang baik.  

Kemudian dengan adanya tumpang tindih pengertian keuangan negara 

maupun pengertian kerugian keuangan negara, harus terdapat suatu putusan 

yang mengikat atau dengan adanya Undang-Undang baru yang menyatakan 

bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan 

terhadapnya tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi.  

Kemudian dengan adanya tumpang tindih pengertian keuangan negara 

maupun pengertian kerugian keuangan negara, harus terdapat suatu putusan 

yang mengikat atau dengan adanya Undang-Undang baru yang menyatakan 

bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan 

terhadapnya tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi. Selanjutnya dengan masih berkaitan dengan kasus-kasus yang 

terjadi, perlu juga adanya tindakan pemberantasan atau pengaturan mengenai 

korupsi di sektor swasta. Urgensi pengaturan penanganan tindak pidana 

korupsi di sektor swasta sudah mencuat sejak tahun 2006 ketika Indonesia 

mengesahkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi 

Konvensi PBB Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption - 

UNCAC). Beberapa Artikel dalam UNCAC di antaranya merekomendasikan 

kepada negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah dalam 

menangani korupsi di sektor swasta.94 

Artikel 12 UNCAC di antaranya mengatur bahwa “Setiap Negara Pihak 

harus mengambil langkahlangkah, sesuai dengan prinsipprinsip dasar hukum 

nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, 

meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta, dan jika perlu 

menyediakan sistem administrasi yang efektif, proporsional, serta mengatur 

hukuman administratif atau pidana apabila gagal mematuhi langkah-langkah 

                                                   
94 Prianter Jaya Hairi. Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor 
Swasta. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan 
Strategis Vol. X, No. 24/II/Puslit/Desember/2018). Hlm. 2 
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tersebut”. Demikian pula Artikel 21 UNCAC yang pada pokoknya 

merekomendasikan kepada negara pihak untuk membuat legislasi tindak 

pidana suap di sektor swasta. Namun hingga saat ini, rekomendasi dari 

UNCAC belum terealisasi menjadi produk legislasi.95 

 

  

                                                   
95 Ibid. Hlm. 3 
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